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REPUBLIK INDONESIA 
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RISALAH SIDANG 

PERKARA NOMOR 97/PUU-XXII/2024 
PERIHAL 
 
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 
PEMOHON 
 
1. Yayasan Dompet Dhuafa Republika (diwakili oleh Ahmad Juwani sebagai Ketua 

Pengurus dan Etika Setiawanti sebagai Sekretaris Pengurus) 
2. Perkumpulan Forum Zakat Jakarta (diwakili oleh Bambang Suherman sebagai Ketua 

Umum dan Irvan Nugraha sebagai Sekretaris Umum) 
3. Arif Rahmadi Haryono 
 
ACARA 
 
Mendengar Keterangan Ahli Pemohon (VI) 
 
Senin, 25 November 2024, Pukul 11.08 – 11.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 
 

SUSUNAN PERSIDANGAN 
 

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI 
 
1. Suhartoyo         (Ketua) 
2. Saldi Isra         (Anggota) 
3. Anwar Usman        (Anggota) 
4. Arief Hidayat        (Anggota) 
5. Enny Nurbaningsih       (Anggota) 
6. Daniel Yusmic P. Foekh        (Anggota) 
7. M. Guntur Hamzah       (Anggota) 
8. Ridwan Mansyur        (Anggota) 
9. Arsul Sani            (Anggota) 

 
PANITERA PENGGANTI 
 
Alifah Rahmawati        
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Pihak yang Hadir: 
 
A. Pemohon: 

 
1. Ahmad Juwani  
2. Etika Setiawanti 
3. Neny Suhaeni 
4. Arif Rahmadi Haryono 

 
B. Kuasa Hukum Pemohon: 

 
1. Bambang Wijayanto 
2. Evi Risna Yanti 
3. Wafdah Zikra Yuniarsyah 
4. Rama H. Adam 
5. Muhtadin 

 
C. Pemerintah: 

 
1. Erni Haris    (Kementerian Hukum) 
2. M. Fuad Muin    (Kementerian Hukum) 
3. Henri Unesdo    (Kementerian Hukum) 
4. Fhauzanul Ikhwan   (Kementerian Hukum) 
5. Imam Syaukani   (Kementerian Agama) 
6. Muhibuddin    (Kementerian Agama) 
7. Siskha     (Kementerian Agama) 
8. Abdul Latif    (Kementerian Agama) 

 
D. Pihak Terkait: 

 
1. Mokhamad Mahdum   (Baznas) 
2. Nur Chamdani   (Baznas) 
3. M. Imdadun Rahmat  (Baznas) 
4. Mulya Dwi Harto   (Baznas) 
5. M. Indra Hadi   (Baznas) 
6. Regina Fadjri Andira   (Baznas) 
7. Edi Suryanto    (Lazizmu) 
8. M. Ihsan Tanjung   (Lazizmu) 
9. Qohari Kholil     (Laziznu) 
10. Moesafa    (Laziznu) 
 

*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: SUHARTOYO [00:00] 

 
Kita mulai Persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 

97/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk 
umum.  

 
 
 

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk 
kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon atau Kuasa 
Hukumnya, silakan.  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [00:33]  
 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon yang hadir secara 
online, Pemohon I. Secara offline, Pemohon III. Dan kami Kuasa Hukum, 
Bapak Bambang Wijayanto dan saya sendiri, Evi Risna Yanti. Kemudian 
ada Wafdah, ada Rama Adam, dan ada Muhtadin, ya. Demikian, Yang 
Mulia.  

 
3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]  

 
Cukup? Baik.  
Dari Pemerintah, silakan.  
 

4. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [01:00]  
 

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, dari Kementerian 
Hukum, hadir pada hari ini Ibu Erni Haris (Ketua Tim Penyelesaian 
Sengketa Peraturan Perundangan Bidang Kesejahteraan Rakyat), M. 
Fuad Muin, Henri Unesdo, Fhauzanul Ikhwan dari Tim Litigasi. Dari 
Kementerian Agama, Bapak Imam Syaukani (Kepala Biro Hukum dan 
Kerjasama Luar Negeri), Ibu Siskha (Kepala Bagian Advokasi dan 
Penyuluhan Hukum), Bapak Muhibuddin (Kepala Subdirektorat Edukasi, 
Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf), Bapak Abdul Latif, S.H., dari 
Tim Biro Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
5. KETUA: SUHARTOYO [01:41]  

 
Baik. Dari Baznas, silakan. Pihak Terkait.  
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB 

KETUK PALU 3X 
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6. PIHAK TERKAIT BAZNAS: MOKHAMAD MAHDUM [01:45]  
 

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Dari Baznas, 
hadir 6 orang. Kami sendiri, Mokhamad Mahdum (Wakil Ketua Baznas 
Republik Indonesia). Yang kedua, Bapak Nur Chamdani (Pimpinan 
Bidang SDM Keuangan dan Hukum). Ketiga adalah Bapak M. Idadun 
Rahmat (Deputi II). Keempat adalah Mulya Dwi Harto (Kepala Biro 
Hukum dan Kelembagaan). Kelima adalah Muhammad Indra Hadi (Kabag 
Pendampingan dan Advokasi Hukum). Dan enam adalah Regina Fadjri 
Andira (Analis Hukum). Demikian. Terima kasih.  

 
7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]  

 
Baik. Dari Lazisnu tidak hadir, ya? Hadir? Silakan, Pak. Kenalkan.  
 

8. PIHAK TERKAIT LAZISNU: MOESAFA [02:26]  
 

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Lazisnu, saya Moesafa 
(Sekretaris Lazisnu PBNU), bersama Bapak Qohari Cholil di sebelah kiri 
saya (Direktur Eksekutif NU Care Lazisnu). Terima kasih.  

 
9. KETUA: SUHARTOYO [02:43]  

 
Dari Muhammadiyah tidak hadir, ya?  
 

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT LAZISMU: M. IKSAN [02:49]  
 

Lazismu, Yang Mulia.  
 

11. KETUA: SUHARTOYO [02:50]  
 

Lazismu. Hadir? Silakan.  
 

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT LAZISMU: M. IKSAN [02:59]  
 

Hadir. Saya Muhammad Iksan Tanjung (Tim Hukum Lazismu). 
Dan yang online ada Mas Edi Surya (Direktur Lazismu). Terima kasih.  

 
13. KETUA: SUHARTOYO [03:04]  

 
Baik. Terima kasih.  
Agenda persidangan siang hari ini seyogiyanya untuk mendengar 

keterangan ahli dari Pemohon, tapi berdasarkan laporan dari 
Kepaniteraan, keterangannya atau CV dari yang bersangkutan atau 
ahlinya baru disampaikan hari Jumat, sehingga tidak memenuhi 
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ketentuan Pasal 61 ayat (3), “Pengajuan keterangan harus disampaikan 
dua hari kerja sebelum persidangan.” 

  
14. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [03:34]  

 
Izin, Yang Mulia.  
 

15. KETUA: SUHARTOYO [03:35]  
 

Ya. 
 

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [03:36]  
 

Kami menyampaikannya hari Kamis malam, Yang Mulia.  
 

17. KETUA: SUHARTOYO [03:39]  
 

Tapi di data kami yang ada di hari Jumat, Ibu.  
 

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [03:46]  
 

Kita … kemarin mengirimnya memang melalui email, Yang Mulia.  
 

19. KETUA: SUHARTOYO [03:50]  
 

Di hari Kamis jam berapa dulu?  
 

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [03:52]  
 

Kamis sebelum jam 24.00 malam, Yang Mulia.  
 

21. KETUA: SUHARTOYO [03:54]  
 

Ya. Mestinya dua hari kerja, memang hari kerja ada 
ketentuannya, jam 08.00 sampai jam 16.00, jam kerja.  

Baik. Oleh karena itu, kami dari Majelis tadi sudah memutuskan 
untuk menunda persidangan ini. Karena kebetulan juga, dari Majelis juga 
baru hari ini bisa membaca keterangannya, sehingga belum mempelajari 
secara lengkap keterangan-keterangan yang akan disampaikan. Dan 
Mahkamah mengagendakan untuk mendengar keterangan ahli dari 
Pemohon ini di sidang selanjutnya, yaitu hari Selasa, tanggal 10 
Desember 2024, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan 
ahli dan saksi dari Pemohon.  

Baik. Apa tetap itu saja ahlinya ataukah ada yang mau 
ditambahkan, Ibu, untuk (...) 
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22. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [04:57] 

 
Ada yang akan ditambahkan, Yang Mulia, kalau begitu.  
 

23. KETUA: SUHARTOYO [05:01] 
 
Berarti lebih dari dua ini?  
 

24. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [05:03] 
 
Ya.  
 

25. KETUA: SUHARTOYO [05:03] 
 
Baik. Tapi tetap ketentuan dua hari kerja sebelumnya harus 

dipenuhi, ya, Ibu, ya?  
 

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI [05:08] 
 
Baik, Yang Mulia.  
 

27. KETUA: SUHARTOYO [05:09] 
 
Baik. Itu, ya, Pemerintah dan Para Pihak Terkait, sidang pada 

siang hari ini belum bisa dilanjutkan. Dan oleh karena itu, Mahkamah 
mengagendakan kembali untuk mendengar keterangan ahli Pemohon 
dan saksi barangkali, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 ... 24, 
pukul 13.30 WIB. Kami ingatkan sekali lagi, daftar ahli, curriculum vitae, 
dan surat keterangan izin jika yang bersangkutan dari kampus, termasuk 
keterangannya harus sudah diterima oleh Mahkamah dua hari kerja 
sebelum hari sidang. Kemudian, jika akan mengajukan ahli atau saksi 
melalui media online atau Zoom, agar dipersiapkan juru sumpah, 
termasuk perangkat sumpahnya.  

Demikian, Para Pihak, supaya yang hadir tanpa kami panggil lagi, 
karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.  

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. 
 

 

  
 

Jakarta, 25 November 2024 
  Plt. Panitera, 

Muhidin   

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB 
 

KETUK PALU 3X 
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